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Abstrak
Pemanfaatan zona cagar budaya yang mengubah fungsi ruang wajib didahului kajian dan mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, ketentuan ini diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga kolam segaran, rencana pembangunan tersebut belum mendapatkan izin. Pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya disekitarnya dan menyangkut kemungkinan temuan cagar budaya di zona tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang dialami yang alami Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dalam melakukan perlindungan zona cagar budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari zonasi dan perijinan sedangkan bentuk perlindungan hukum represif berupa pengenaan sanksi. Dalam kasus ini Balai Pelestarian Cagar Budaya menghentikan proyek tersebut sebagai sanksi karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur perijinan dan kajian terlebih dahulu. Adapun hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum disahkannya peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, dan faktor masyarakat dimana sebagian besar zona inti dan penyangga cagar budaya dimiliki perorangan sehingga sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik lahan untuk memanfaatkan lahan secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Zonasi, Cagar Budaya
Abstract
Utilization of the zone of cultural heritage that changes the function of space must be preceded by a study and obtaining permission from the authorized official, this provision is regulated in Article 81 of Law Number 11 Year 2010 concerning Cultural Conservation. In the case of backfilling the buffer zone (fresh pond), the development plan has not been approved. The use of cultural heritage space that is not following the procedure increases the possibility of damage to the surrounding cultural heritage and involves the possibility of finding cultural heritage in the zone. This research aims to analyze the form of legal protection and the obstacles experienced by the East Java Cultural Heritage Conservation Center in protecting the cultural heritage zone. This research uses empirical juridical legal research. Data collection techniques were in the form of interviews with informants at the East Java Cultural Heritage Conservation Center and the Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism in Mojokerto Regency and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the East Java Cultural Heritage Conservation Center implemented a form of preventive and repressive legal protection. The form of preventive legal protection consists of zoning and licensing while the form of repressive legal protection is the imposition of sanctions. In this case, the Cultural Heritage Conservation Center stopped the project as a sanction because the activity did not go through a permit and review procedure first. The obstacles experienced by the Cultural Heritage Conservation Center have 2 factors, namely the legal factor where the zoning regulations of the Trowulan National Cultural Heritage Area have not been passed, and the community factor where most of the core and cultural heritage buffer zones are owned by individuals so that there are often differences in interests between landowners to utilize the land. commercially with BPCB in the context of preserving cultural heritage.

Keywords: Legal Protection,  Zoning, Culture Heritage 
PENDAHULUAN
Cagar Budaya menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010(2010b) tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar budaya termasuk dalam kategori kawasan lindung yang mana keberadaanya harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak maupun hilang. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (yang selanjutnya disebut UUCB) menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan hasil kebudayaan manusia baik yang berupa benda-benda, struktur, situs, maupun kawasan peninggalan masa lalu. Perlindungan ini menjadi penting karena cagar budaya memiliki sifat rapuh, tidak dapat diperbaharui dan terbatas.
Kawasan lindung nasional adalah kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam  (Hasni 2010a). Salah satu lokasi cagar budaya yang memiliki banyak situs peninggalan masa lalu adalah Kawasan Cagar Budaya Trowulan (yang selanjutnya disebut KCBN Trowulan) yang terletak di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. KCBN Trowulan merupakan situs arkeologi peninggalan Kerajaan Majapahit dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 260/M/2013(2013) tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013(Mojokerto 2015).
Sebagian besar kepemilikan situs di KCBN Trowulan masih dipegang masyarakat setempat, sebagai  milik individu atau desa, dan  hanya sebagaian kecil situs yang dimiliki dan dikelola negara antara lain  Candi Tikus, Candi Gentong I dan II, Candi Minakjinggo, Candi Kedaton, Situs Sentonorejo, Kolam Segaran, Gapura Bajangratu, Candi Brahu dan Gapura Waringinlawang, 
hal ini berdasarkan SK Mendikbud No. 177/M/1998 tanggal 21 Juli 1998(Ramelan 2015).
Banyaknya situs bekas peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di KCBN Trowulan menyebabkan pemerintah pusat menetapkan Kawasan Trowulan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang perlindungan dan penataan ruangnya sangat dijaga. Kawasan Strategis Nasional menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012(2012b) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 adalah :

“Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.”
Penetapan Kawasan Trowulan sebagai Kawasan Strategis Nasional tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012(2012a) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mojokerto menjadikan Kawasan Trowulan sebagai Kawasan Majapahit Park. Kawasan ini direncanakan meniru pemukiman pada masa Kerajaan Majapahit dan menbangun fasilitas-fasilitas edukasi untuk meningkatkan sektor pariwisata. 
Potensi pariwisata yang dimiliki situs cagar budaya inilah yang menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi untuk masyarakat sekitarnya. Sebagai destinasi wisata pengelolaan situs termasuk adanya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kenyamanan berwisata, kegiatan tersebut tentu memerlukan lahan dan ruang  yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan tersebut berhubungan erat tata ruang, jangan sampai pembangunan ekonomi tersebut merusak keberadaan situs yang menjadi sentral pariwisata atau bahkan mempengaruhi keadaan lingkungan disekitar cagar budaya. Oleh karena itu segala kegiatan pemanfaatan yang berada di situs cagar budaya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu untuk meninimalisir kemungkinan kerusakan cagar budaya seperti yang tercantum dalam Pasal 86 UUCB yang berbunyi :“Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.”

Perlindungan cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diamanatkan dalam Pasal 56 UUCB baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, yang mempunyai hak yang sama untuk turut menjaga dan melestarikan keberadaan situs cagar budaya tersebut. Berdasarkan statusnya sebagai cagar budaya nasional maka pengelolaan dan perlindungan KCBN Trowulan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang diserahkan pada Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak lepas tanggung jawab dalam pelestarian KCBN Trowulan Cagar Budaya, karena hak pemanfaatan potensi cagar budaya tetap berada pada pemerintah daerah sesuai asas otonomi daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto (selanjutnya disebut Disporabudpar).

Perlindungan cagar budaya menerapkan sistem zonasi sebagai bagian dari upaya pelestarian. Zona pada hakikatnya adalah sebagian dari muka bumi, (baik air maupun daratan) bila merujuk pada zona “untuk” berarti, membuat zona tentang suatu peruntukan dari muka bumi yan bersangkutan(Hasni 2010b).  Zonasi diperlukan untuk mengetahui batas-batas perlindungan cagar budaya dan alam Pasal 73 ayat (3) UUCB disebutkan ada 4 tingkatan zonasi yang diberlakukan, yaitu:

a. Zona inti adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya.

b. Zona Penyangga merupakan area yang melindungi zona inti.

c. Zona Pengembangan merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

d. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Perlindungan terhadap cagar budaya di Kabupaten Mojokerto kini memang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya, namun bukan berarti permasalahan terkait perlindungan di Kawasan Cagar Budaya Trowulan telah selesai. Kenyataannya banyak masalah yang muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait konsep pemanfaatan cagar budaya, belum adanya peraturan pelaksana mengenai zonasi cagar budaya, dan sering terjadi pembangunan atau penggunaan ruang cagar budaya yang tidak sesuai aturan sehingga meningkatkan resiko kerusakan cagar budaya.

Adapun pemasalahan yang menyita banyak perhatian dari pemerhati budaya saat ini adalah pengurukan lahan di area sebelah selatan Kolam Segaran yang masih termasuk dalam zona penyangga cagar budaya Kolam Segaran sehingga menganggu akses air Balong Bunder ke Kolam Segaran(Samudra 2017). Zona penyangga dianggap sebagai lahan pertahanan dari segala ancaman terhadap lahan inti karena posisinya yang berada tepat setelah zona inti. Kasus ini menjadi perhatian karena kolam segaran termasuk bagian dalam pola ruang kawasan lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010(2010a) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032.
Kasus ini bermula sejak pihak desa Trowulan menguruk rawa yang letaknya bersebelahan dengan situs Kolam Segaran yang berstatus tanah kas desa dengan tujuan komersil sebagai proyek pembangunan pusat oleh-oleh dan perhotelan.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengurukan adalah proses, cara, perbuatan menguruk; penimbunan (dengan tanah dan sebagainya).” kegiatan pengurukan ini meningkatkan resiko rusaknya lingkungan pendukung cagar budaya maupun potensi arkeologis.
Gambar 1

Lokasi Pengurukan Zona Penyangga Situs Kolam Segaran

Proyek tersebut dijalankan sebelum mengantongi izin dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan untuk mendirikan bangunan di area yang merupakan zona cagar budaya Kolam Segaran yang merupakan tempat penyaringan air yang akan masuk ke Kolam Segaran. Hal ini bertentangan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya,”dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 yang mengatur izin penggunaan tanah. Selain itu pemanfaatan ruang cagar budaya yang tidak sesuai prosedur meningkatkan kemungkinan kerusakan cagar budaya, menyangkut ada atau tidaknya situs di area tersebut juga berkaitan dengan asas kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya tersebut.
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya terhadap pengurukan zona penyangga situs Kolam Segaran? 
2. Apa hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam perlindungan terhadap zona cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan terkait kasus pengurukan zona penyangga Situs Kolam Segaran?
METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukum, yang harus dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten(Marzuki 2005). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum serta penelitian terhadap efektifitas hukum(Dewata and Achmad 2015a). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti perlindungan hukum zona penyangga cagar budaya Kolam Segaran di Kawasan Cagar Budaya Trowulan.

Lokasi penelitian ini adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Hariri Selaku Kepala Sub Unit Pengamanan dan Zonasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data non hukum. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan informan. Data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, jurnal ilmiah, penelitian sejenis, internet. Serta Data non hukum adalah semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian(Dewata and Achmad 2015b).  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tahapan wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara dengan informan, dan melalui dokumentasi yang dapat berupa dokumen berbentuk tulisan, gambar dari informan. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan semua data yang diperoleh selama penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan hingga tersusun secara runtut, sistematis, sehingga menjadi data yang siap disajikan dan kemudian dianalisis. 
Teknik analisis data penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dimana analisis data tersebut menggunakan data yang diperloeh dari informan baik lisan maupun tulisan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian yang dilakukan dan bukan berupa angka. Pertama, peneliti akan mengklasifikasikan dan mengkategorikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian peneliti memeriksa kecocokan data dengan fenomena yang ada di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendaftaran cagar budaya dapat dilakukan oleh siapa saja baik perorangan maupun pemerintah. Pendataran  wajib dilakukan oleh setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, setiap orang juga dapat berpartisipasi dalam mendaftarkan benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Dalam hal cagar budaya dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya maka pemerintah daerah wajib melaksanakan pendataran. 
Setelah pendaftaran, cagar budaya akan dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk menguji kelayakannya sebagi cagar budaya atau bukan cagar budaya. Selama proses pengkajian benda, bangunan, stuktur, atau lokasi penemuan atau yang didaftarkan akan dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Setelah dinyatakan layak sebagai cagar budaya pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya akan mengeluarkan penetapan sebagai cagar budaya. Penetapan status cagar budaya berdasarkan hasil uji kelayakan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 UUCB dilakukan oleh:
a. Keputusan menteri untuk tingkat nasional;
b. Keputusan gubernur untuk tingkat provinsi ;
c. Keputusan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Pemeringkatan cagar budaya peringkat nasional diatur dalam Pasal 42 UUCB, dimana cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat berikut:

a. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
b. Karya Adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
c. Cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jummlahnya di Indonesia;
d. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah baik yang telah punah maupun masih hidup di masyarakat;
e. Contoh penting kawasan pemukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
Pasal 43 UUCB menyebutkan cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat berikut:

a. Mewakili kepentingan pelestarian kawwasan cagar budaya lintas kabupaten/kota
b. Mewakili kaya kreati yang khas dalam wilayah provinsi

c. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jummlahnya di provinsi

d. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun masih hidup di masyarakat

e. Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Sedangkan, Pasal 44 UUCB menyebutkan cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat berikut:

a. Sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. Mewakili masa gaya yang khas;
c. Tingkat keterancamannya tinggi;
d. Jenisnya sedikit;
e. Jumlahnya terbatas.
Pemerintah daerah sesuai tingkatannya mempunyai wewenang dan tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015(2015a) Tentang Cagar Budaya sebagai berikut:

a. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya.
b. Mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah.
c. Menghimpun data cagar budaya.
d. Menetapkan peringkat cagar budaya .
e. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya.
f. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya.
g. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya.
h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hokum.
i. Mengelola kawasan cagar budaya.
j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian dan museum.
k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang kepurbakalaan.
l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya.
m. Memindahkan atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan keamanan.
n. Melakukan pengelompokan cagar buday berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.
o. Menetapkan batas situs dan kawasan.
p. Menghentikan proses pembangunan yang dapat memyebabkan rusak, hilang atau musnahnya  cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
Berdasarkan persyaratan diatas KCB Trowulan memenuhi persyaratan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional dan ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 260/M/2013 tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Dengan penetapan tersebut segala pemanfaatan dan peraturan terhadap KCBN Trowulan wajib mendapat izin dari kementrian kebudayaan.
Perlindungan cagar budaya Kabupaten Mojokerto dimuat dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya yang menerangkan pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas- batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Adapun arahan ketentuan umum untuk peraturan zonasi kawasan cagar budaya secara umum tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Arahan ini sebatas mengatur ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat. Adapun kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tertuang dalam Pasal 37(1990) yaitu:
1. “Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. 

2. Di  dalam  kawasan  suaka  alam  dan  kawasan  cagar  budaya  dilarang  melakukan kegiatan  budidaya  apapun,  kecuali  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  fungsinya  dan tidak  mengubah  bentang  alam,  kondisi  penggunaan  lahan,  serta  ekosistem  alami yang ada. 

3. Kegiatan  budidaya  yang  sudah  ada  di  kawasan  lindung  yang  mempunyai  dampak penting  terhadap  lingkungan  hidup  dikenakan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku sebagaimana   dimaksud   dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor   29   Tahun  1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan. 

4.  Apabila   menurut   Analisis   Mengenai   Dampak   Lingkungan   kegiatan   budidaya mengganggu  fungsi  lindung  harus  dicegah  perkembangannya,  dan  fungsi  sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.”
Kemudian untuk arahan ketentuan tentang kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tertuang dalam Pasal 38 yaitu:
1. “Dengan  tetap  memperhatikan  fungsi  lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan  lindung  dapat  dilakukan  penelitian  eksplorasi  mineral  dan  air  tanah,  serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. 

2. Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung  tersebut  dapat  diizinkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengelolaan  kegiatan  budidaya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan. 

4. Apabila  penambangan  bahan  galian  dilakukan,  penambang  bahan  galian  tersebut wajib    melaksanakan    upaya    perlindungan    terhadap    lingkungan    hidup    dan melaksanakan  rehabilitasi  daerah  bekas  penambangannya,  sehingga  kawasan lindung dapat berfungsi kembali. 

5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4), diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri  yang  berwenang,  setelah  mendapat  pertimbangan dari Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hariri Selaku Kepala Sub Unit Pengamanan dan Zonasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur Pada 12 Desember 2018 pkl 14.22 WIB bahwa kasus pengurukan zona penyangga situs kolam segaran dimana zona penyangga yang merupakan tanah kas desa Trowulan diuruk dengan tujuan pembangunan tempat wisata berupa pusat oleh-oleh dan perhotelan, namun pengurukan tersebut dilakukan tanpa adanya kajian terlebih dahulu dan tanpa mengajukan perijinan kepada pihak BPCB padahal jelas bahwa pemanfaatan zona cagar budaya harus didahului dengan kajian seperti yang tertuang dalam Pasal 86 UUCB yang berbunyi :
“Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.”
Namun, Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan belum mempunyai aturan zonasi sendiri padahal peraturan zonasi ini dapat menjadi rujukan dalam perizinan, penerapan insentif/disinsentif, penertiban ruang, menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, serta dapat menjadi panduan teknis dalam pengembangan/pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya. Melaui adanya acuan yang jelas dan operasional mengenai bagaimana suatu rencana tata ruang dapat diterapkan, maka persoalan penyimpangan pembangunan terhadap rencana tata ruang setidaknya dapat dihindari dan dicegah.  Untuk itu BPCB menggunakan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 sebagai pengendalian pemanfaatan ruang. 
Kemudian, setelah BPCB dan kementerian kebudayaan menganalisa lahan rencana proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan penggunan lahan dan tata bangunan yang akhirnya proyek tersebut dihentikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 dan  2 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2015(2015b) tentang Cagar Budaya yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5) dan/atau Pasal 33 ayat (2) ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.”
A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Terhadap Pengurukan Zona Penyangga Situs Kolam Segaran
Perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  Bentuk perlindungan hukum terdiri atas(Mertokusumo 2009):
a.
Perlindungan hukum preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
b.
Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.
Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terhadap pengurukan zona penyangga situs koam segaran dalah sebagai berikut:
1) Perlindungan Preventif 

a.  Ketentuan Zonasi

Pasal  72 ayat (1) UU Cagar Budaya menyebutkan pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Tiap situs cagar budaya memiliki luas batas yang berbeda, batas-batas tersebut dapat ditentukan berdasarkan(Mulyadi 2012):   

a)
Batas asli cagar budaya.
b)
Batas budaya.
c)
Batas alam/geografis.
d)
Batas administrasi.
e)
Batas pemilikan/penguasaan ruang.
f)
Batas tata ruang yang telah ditetapkan .
g)
Batas yang ditetapkan berdasarkan  keperluan.
Penentuan batas ini adalah usaha dalam mempertahankan kelestarian situs beserta isinya. Batas zona penyangga dianggap sebagai lahan pertahanan dari segala ancaman terhadap lahan inti karena posisinya yang berada tepat setelah zona inti. zona penyangga dibuat untuk melindungi zona inti dan tinggalan arkeologi dari potensi ancaman perluasan pemukiman maupun pemanfaatan tata ruang lain. 
Oleh karena itu, luas lahan yang digunakan sangat tergantung seberapa besar ancaman yang dihadapi situs cagar budaya. Setelah itu untuk mengakomodir berbagai kepentingan pemanfaatan, maka ditetapkan lahan pengembangan yang dianggap cukup memadai dan tidak memberikan efek buruk terhadap situs sebagai kompensasi dari pembatasan pemanfaatan lahan di sekitas situs cagar budaya.

Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan belum mempunyai aturan zonasi sendiri dalam hal peraturan zonasi KCBN Trowulan telah di tetapkan oleh pemerintah, maka BPCB akan menggunakan aturan tersebut sebagai pelindungan preventif. Karena belum di tetapkannya aturan zonasi ini pihak BPCB mendasarkan perlindungan preventif pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang.

Kolam segaran merupakan bagian dari kekayaan cagar budaya maka terdapat dalam ketentuan  umum mengenai peraturan  zonasi  kawasan  suaka  alam,  pelestarian alam,  dan  cagar  budaya Pasal 78 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010(2010a) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan yang  diperbolehkan  pada  kawasan  suaka  alam  dan  cagar budaya meliputi:
1)  kegiatan  untuk  kepentingan  penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan pendidikan;
2)  pelestarian    keanekaragaman    tumbuhan    dan    satwa    beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam; 
b. Kegiatan yang diperbolehkan pada pelestarian alam meliputi :
1)  kegiatan untuk kepentingan penelitian; 
2)  pelestarian    keanekaragaman    tumbuhan    dan    satwa    beserta ekosistemnya didalam kawasan
c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1) Kegiatan wisata yang tidak merusak lingkungan; 
2) Pendirian   bangunan   yang   menunjang   kegiatan   pendidikan, penelitian, dan wisata; 
3) Kegiatan    yang    mengubah    bentukan    geologi    tertentu    yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) Kegiatan   yang   mengganggu   kelestarian   lingkungan   di   sekitar peninggalan  sejarah,  bangunan  arkeologi,   monumen  nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu
2) Kegiatan  yang  mengganggu  upaya  pelestarian  budaya masyarakat setempat dan  merusak kekayaan budaya.
Sedangkan, bila ditinjau berdasarkan status KCBN Trowulan sebagai kawasan stategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya maka ketentuan umum    peraturan  zonasi kawasan diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010(2010a) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 sebagai berikut:
a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1) Kegiatan  untuk  kepentingan  penelitian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan pendidikan;

2) Kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan masa lampau ;
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 
1) Pengembangan bangunan tidak boleh melebihi ketinggian dua per tiga dari candi yang ada; 
2) Pengembangan bangunan di sekitar kawasan dibatasi pengembangannya;

3) Pengembangan kegiatan penunjang pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan karakter  kawasan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) Perubahan ruang yang dapat mengganggu fungsi dasarnya; 

2) Kegiatan  yang  intensitasnya  tinggi  sehingga  mengganggu  estetika dan fungsi monumental candi.
b.  Ketentuan Perizinan 
Perizinan merupakan upaya penertiban dalam pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada agar tidak mengganggu maupun  merusak cagar budaya. Perizinan juga bertujuan untuk menghindari eksternalitas negatif dan melindungi kepentingan umum. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten mojokerto ketentuan perizinan diatur dalam  Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010(2010a) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dimana perizininan pemanfaatan ruang meliputi : 
a. izin prisip.
b. izin lokasi.
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT).
d. izin mendirikan bangunan(IMB) .
e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 82 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 menjelaskan bahwa setiap   pemanfaatan   ruang   harus   mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Karena KCBN berstatus kawasan lindung cagar budaya tingkat nasional maka segala pembangunan dalam KCBN Trowulan perlu mendapat persetujuan menteri kebudayaan dan memperhatikan aspek perlindungan cagar budaya yang ada.
Berikut persyaratan izin pemanfaatan situs di Balai Pawa Timur   :

1.
Membawa surat permohonan izin dari ketua panitia penyelenggara kegiatan.
2.
Membawa proposal kegiatan izin pemanfaatan situs.
3.
Datang ke BPCB Jawa Timur untuk diwawancarai tentang kegiatan dimaksud.
4.
Mengisi surat pernyataan dan bersedia mengirimkan laporan hasil kegiatan baik dalam bentuk softcopy hardcopy ataupun CD ( bila izin shooting).
5.
Mengurus surat perizinan .maksimal dilakukan 12 hari sebelum kegiatan dimulai. 
Sedangkan untuk pemanfaatan lahan yang terdapat dalam zonasi KCBN Trowulan sebagai berikut: 


2) Perlindungan Represif

a. Ketentuan Sanksi

Perlindungan represif dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan, yang dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini digunakan sebagai hukuman yang diharapkan menimbulkan efek jera agar dimasa depan pelanggaran tersebut tidak terulang lagi. Pasal 87 Ayat (2) UUCB menyatakan bahwa pemanfaatan cagar budaya dilakukan dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. Zona penyangga kolam segaran berada dalam Kawasan Cagar Budaya Trowulan yang berperingkat Nasioal, dengan begitu yang berhak menurunkan izin hanya pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian kebudayaan. Pemanfaatan cagar budaya di Mojokerto diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015(2015c) Tentang Cagar Budaya  yang berbunyi :
“(1) Pemerintah     Daerah     dan     setiap     orang     dapat memanfaatkan   Cagar   Budaya   untuk   kepentingan agama,    sosial,    pendidikan,    ilmu    pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. 

(2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Pelanggaran Pasal 33 tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi  seperti terdapat dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2015(2015c) tentang Cagar Budaya yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5) dan/atau Pasal 33 ayat (2) ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b.teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. Pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.”

Adapun ketentuan pidana dimuat  dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2015(2015c) tentang Cagar Budaya yang berbunyi :

”(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5) dan/atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  pelanggaran.

(3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

(4) Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.”
Sedangkan, arahan sanksi dalam pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010(2010a) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032. Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
a. Pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
b. Pelanggran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten;
c. Pemanfaatan   ruang   tanpa   izin   pemanfaatan   yang   diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
d. Pemanfaatan  ruang  tidak  sesuai  dengan  izin  pemanfaatan  ruang yang ditertibkan berdasarkan rtrw kabupaten;
e. Pelanggaran   ketentuan   yang   ditetapkan   dalam   persyaratan   izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh   peraturan   perundang-undangan   dinyatakan   sebagai   milik umum;
g. Pemanfaatan  ruang  dengan  izin  yang  diperoleh  dengan  prosedur yang tidak benar.
Berdasarkan pelanggaran arahan sanksi diatas dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi  administratif terdiri atas:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.
Dalam kasus pengurukan zona penyangga cagar budaya kolam segaran sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan karena tidak mempunyai izin, namun saat pengurusan perizinan dengan pihak BPCB dan pemerintah pusat akhirnya pemerintah menghentikan tetap seluruh proyek tersebut karena perencanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan umum zonasi pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Mojoketo .
B. Hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam perlindungan terhadap zona cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan terkait kasus pengurukan zona penyangga Situs Kolam Segaran.

Hambatan yang dialami Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam perlindungan terhadap zona cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan terkait kasus pengurukan zona penyangga Situs Kolam Segaran  terdiri atas 2 faktor yaitu:

1. Faktor  Hukum

Belum disahkanya ketentuan zonasi KCBN Trowulan menyebabkan batas-batas antar zona masih belum jelas, terlebih penataan zona penunjang dan zona pengembang yang mayoritas sudah berupa pemukinan padat dan lahan terbangun perlu dilakukan banyak penyesuaian. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 hanya mengatur secara umum ketentuan zonasi pada kawasan lindung dari segi cagar budaya  dan kawasan strategis kabupaten. peraturan ini belum mampu mengakomodir kebutuhan akan zonasi di KCBN Trowulan secara detail oleh karenanya peraturan zonasi KCBN Trowulan sangat penting untuk segera ditetapkan.
2. Faktor  Masyarakat
Kepemilikan lahan pada zona inti dan penyangga tidak semua dimiliki oleh pemerintah menyebabkan sering terjadinya bentrokan antar  kepentingan antar pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya secara komersial dengan pihak BPCB dalam rangka pelestarian cagar buaya. Dalam kasus pengurukan zona penyangga Kolam Segaran dimana kepentingan pihak desa dalam memanfaatkan tanah kas desa berbentrokan dengan upaya perlindungan BPCB melalui zonasi. Karena itu perizinan memiliki peran sebagai jembatan kedua kepentingan tersebut untuk melalukan pemanfaatan cagar budaya maupun perlindungan cagar budaya.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Bentuk perlindungan yang di terapkan Balai Pelestarian Cagar Budaya berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa zonasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032 dan perizinan. Sedangkan, perlindungan represif berupa pengenaan sanksi. BPCB telah melakukan upaya perlindungan secara maksimal terhadap zona penyangga kolam segaran dengan memberi sanksi berupa penghentian sementara proyek tersebut dan membatalkan proyek pembangunan pusat oleh-oleh dan perhotelan tersebut .
2. Hambatan yang dialami Balai Pelestaraian Cagar Budaya dalam melalukan perlindungan terkait zona cagar budaya mempunyai 2 faktor yaitu faktor hukum dimana belum   disahkannya peraturan zonasi KCBN Trowulan. Sehingga, luas dan batas-batas masing-masing zona belum ditetapkan serta faktor masyarakat dimana banyak lahan dalam zona inti maupun penyangga cagar budaya masih dimiliki perorangan atau pihak lain sehingga sering terjadi bentrok kepentingan antar pemilik lahan untuk memanfaatkan lahannya secara komersil dengan BPCB dalam rangka pelestarian cagar budaya.
Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap zona cagar budaya terkait pengurukan Zona Penyangga Situs Kolam Segaran di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan Mojokerto yaitu sebagai berikut:
1. Untuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto, agar dapat mempercepat proses penetapan peraturan zonasi KCBN Trowulan supaya batas-batas dan ketentuan zonasi mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Untuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan cagar budaya terlebih dalam zona inti maupun zona penyangga cagar budaya agar perlindungan terhadap cagar budaya berjalan optimal.
3. Untuk masyarakat, agar lebih aktif partisipasi dalam perlindungan cagar budaya untuk segera melaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya apabila diketahui ada penemuan maupun aktivitas pemanfaatan zona cagar budaya yang tidak sewajarnya dan berpotensi menimbulkan kerusakan cagar budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewata, mukti fajar nur, and Yulianto Achmad. 2015a. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewata, mukti fajar nur, and Yulianto Achmad. 2015b. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasni. 2010a. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPL. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasni. 2010b. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPL. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, peter mahmud. 2005. Hukum (Edisi Revisi). jakarta: pranada.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. Penemuan Hukum. bandung: citra aditya bakti.

Mojokerto, Balai Pelestarian Cagar Budaya. 2015. “Sosialisasi Penetapan Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permusiuman Di Museum Majapahit.”

Mulyadi, Yadi. 2012. “Mengoptimalkan Zonasi Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya.”

Ramelan, Djuwita Sudjana. 2015. “Model Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat.” Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 66.

Republik Indonesia. 1990. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Republik Indonesia. 2010a. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032.

Republik Indonesia. 2010b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Republik Indonesia. 2012a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Republik Indonesia. 2012b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031.

Republik Indonesia. 2013. Surat Keputusan Mendikbud No. 260/M/2013 Tentang Satuan Ruang Geografis Trowulan Sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional.

Republik Indonesia. 2015a. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya.

Republik Indonesia. 2015b. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya.

Republik Indonesia. 2015c. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Cagar Budaya.

Samudra, Naga. 2017. “Jawa Timur Darurat Cagar Budaya.” Retrieved (http://patriotgaruda.com/2017 /08/04/jawa-timur-darurat-cagar-budaya/).


�


Sumber: Deddy Endarto Komunitas Save Trowulan











Bagan 1  


Alur Perizinan Dalam Pemanfaatan Zona Cagar Budaya


�


Sumber: Diolah Sendiri








12
11

